
x 
 

 
DAFTAR PUSTAKA 

 
 
 
Sumber Buku 

 
Abidin, Said Zainal, Kebijakan Publik, Jakarta: Pancar Siwah, 2004. 
 
Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, Azas-Azas HukumTata Negara, Ghalia 

Indonesa, 1991. 
 
Affandi Muchtar, Ilmu-Ilmu Kenegaraan, Suatu Studi Perbandingan, Bandung: 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajadran, 2002. 
 
Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta, 2006. 
 
Amrah Muslimin, Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi 

dan Hukum Administrasi, Bandung: Alumni,1985. 

Asshidddiqie, Jimly. Pengantar Hukum Tata Negara Jilid, Jakarta: I. Konstitusi 
Press, 2006. 

C. S. T. Kansil dan Christine, Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2001. 

 
Ermaya Suradinata, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Haji Masagung, 

2006. 
 
Garna Judistira K. Ilmu-ilmuSosial Dasar Konsep, Posisi, Bandung : Program 

Pasca Sarjan UNPAD, 1996. 

H. Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik, Bandung: Asosiasi Ilmu Politik 
Indonesia (AIPI), Bandung, 2002. 

H.M. Laica Marzuki, “Hakikat Desentralisasi Dalam Sistem Ketatanegaraan 
Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol. 4 No. 1,Maret 2007, Jakarta: MKRI, 
hlm.7-14; Syarif Hidayat, “Desentralisasi dan Otonomi Dalam Perspektif 
State Society Relation”, Jurnal Poelitik, Vol. 1 No. 1,Tahun 2008.  

 
Hamdi, Muchlis, Kebijakan Publik  Edisi ke 33.Jakarta : IIP Depdagri, 1999. 
 

Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta,  2011.  

 

 

 

 



x 
 

Leo Agustino, “dasar-dasar kebijakan publik”, Bandung : Alfabeta,  2008. 

M. Ryaas Rasyid. Makna pemerintahan di tinjauan dari segi etika dan 
kepemimpinan, Jakarta: mutiara sumber widya, 2000. 

M.Solly Lubis, ,Ilmu Negara ,Cetakan  keenam, CV, Mandar Maju , 
2007,Bandung, Mas’udi. Negara kesejahteraan dan hukum administrasi 
negara. Dalam SF.Marbun dkk (eds), Dimensi-Dimensi Pemikiran 
Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2001. 

 

Max Boli Sabon, dkk, Ilmu Negara Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: 
PT.Gramedia Pustaka Utama, 1992. 

Moh Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi), 
Jakarta: Penerbit Renaka Cipta, 2000. 

Moh. Mahfud M.D. Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi.Yogyakarta: Gama Media, 
1999. 

Ndraha, Taliziduhu. Metodologi Ilmu Pemerintahan, Jakarta : Rineka Cipta, 2001. 

Padmo Wahjono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1984. 

 
Pamudji, S. Pembinaan Perkotaan di Indonesia. Tinjauan dari Aspek 

Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Inchtiar Baru – Van Hoeve, 2007. 
 
Pamudji, S. Pembinaan Perkotaan di Indonesia. Tinjauan dari Aspek 

Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Inchtiar Baru , 2007. 
 
 
Philipus M. Hajon dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: 

UGM Press, 2005. 
 
R.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. 
 
Sondang P. Siagian. Administrasi Pembangunan, Jakarta: Bumi Aksara, 1985. 

Suharno,”Analisis Kebijakan Publik”. Bandung : CV Alfabeta, 2006 

Winarno, Budi. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:Media Pressindo 
(Anggota IKAPI) ,2005. 

 
 Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Jakarta: Dian 

Rakyat, 1989. 
 

 

 

 



x 
 

Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: 
PT.Gramedia Widiarsana Indonesia,2009. 

 
 
 
Undang-Undang 
 
Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
 
Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan 

Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; 
 
 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan 

Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol; 
 
 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen 

Risiko Bagi Bank Umum; 
 Peraturan Bank Inonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang Atas Perubahan 

Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank 
Umum; 

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 Perihal: 
Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian 
Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor; 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.010/2012 
tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Pada 
Perusahaan Pembiayaan; 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.010/2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen 
Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan 

 
 
 
Sumber Internet 
 
http://megapolitan.kompas.com/read/2015/06/03/08260561/Aturan.Baru.Pajak.Pr

ogresif.Kendaraan.Bermotor.Berdasarkan.Alamat.  
 
Iskatrinah: http://buletinlitbang.dephan.go.id 
 
  http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/bibfin.pdf 
 
http://haroendzt.heck.in/hak-asasi-manusia-ham.xhtml.  

 

 

 

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/06/03/08260561/Aturan.Baru.Pajak.Progresif.Kendaraan.Bermotor.Berdasarkan.Alamat
http://megapolitan.kompas.com/read/2015/06/03/08260561/Aturan.Baru.Pajak.Progresif.Kendaraan.Bermotor.Berdasarkan.Alamat
http://buletinlitbang.dephan.go.id/
http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/bibfin.pdf
http://haroendzt.heck.in/hak-asasi-manusia-ham.xhtml

	M. Ryaas Rasyid. Makna pemerintahan di tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan, Jakarta: mutiara sumber widya, 2000.

